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Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul Analisis Yuridis 
Terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang 
Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan 
Gubeng Kota Surabaya. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana 
implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang 
Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan 
Gubeng Kota Surabaya dan bagaimana analisis yuridis tehadap implementasi 
Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman Kehendak 
‎Nikah di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis 
‎dengan menggunakan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis ‎adalah 
memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang berisi ‎wawancara serta 
dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa ‎semua aspek yang berkaitan 
dengan objek dari penelitian ini, kemudian ‎dianalisis menggunakan Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pola ‎pikir deduktif merupakan cara penarikan 
kesimpulan dari hal yang ‎bersifat umum ke khusus, dimana penulis akan 
menggambarkan ‎hasil penelitian diawali dengan teori pengumuman kehendak 
perkawinan, ‎kemudian mengemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari 
hasil ‎penelitian tentang implemetasi pengumuman kehendak perkawinan 
‎menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.‎ 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, pelaksanaan 
pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pengumuman kehendak 
perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi KUA diantaranya yakni, jumlah petugas KUA yang masih 
kurang, terdapat KUA yang tidak memiliki papan pengumuman kehendak 
perkawinan sehingga pengumuman kehendak perkawinan tidak bisa ditempel 
sebagaimana mestinya. Kedua, meskipun pengumuman kehendak nikah tidak 
dilaksanakan, tidak menyebabkan ‎keabsahan nikah menjadi gugur, hal ini 
dikarenakan pengumuman kehendak ‎nikah merupakan syarat admistratif yang 
tidak mempunyai dampak secara ‎langsung terhadap keabsahan perkawinan.‎ 
Oleh sebab itu, maka disarankan agar Kementerian Agama menambah 
jumlah pegawai yang ada di masing-masing KUA Kecamatan khususnya KUA 
Kecamatan Jambangan, Wonocolo, bagi KUA disarankan agar memaksimalkan 
anggota KUA dengan cara mengolah manajemen waktu dengan baik serta tugas 
yang diberikan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing 
pegawai, dan melengkapi alat pendukung pengumuman kehendak perkawinan, 
karena ‎dengan begitu pengumuman kehendak perkawinan dapat dilaksanakan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan 
yang terdapat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk 
membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan itu. 




Dalam hal itu jelas disebutkan bahwasannya pernikahan itu 
dianggap sah apabila menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya 
lalu dicatatkan pada lembaga yang berwenang. 
Bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang 
hendak melangsungkan pernikahan harus dilaksanakan di hadapan 
pegawai pencatat nikah. Pegawai tersebut berkewajiban untuk mengawasi 
                                                          
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 1. 
2
 Ibid., Pasal 2 
 



































dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah.
3
 Pencatatan ini 
sangatlah penting guna mendapatkan kepastian hukum bagi kedua 
pasangan calon pengantin (catin). Pencatatan perkawinan dalam akta 
perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan
4
 dengan dibantu oleh 
Pegawai di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan dalam akta 
perkawinan dilaksanakan melalui tahapan:  
1. Pendaftaran kehendak perkawinan; 
2. Pengumuman kehendak perkawinan; 
3. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; 
4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan;5 
Sebelum memberitahukan kehendak nikah, setiap pasangan 
dianjurkan melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut: 
1. Masing-masing calon mempelai hendaknya saling mendalami tentang 
apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua 
mereka merestui atau menyetujui jika mereka menikah. Persetujuan 
ini erat kaitannya dengan penandatanganan persetujuan kedua calon 
mempelai serta surat izin orang tua, karena surat-surat tersebut bukan 
dimaksudkan hanya untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-
benar sesuai dengan kenyataan. 
2. Masing-masing calon meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik 
menurut fikih mu>na>kah`ah maupun menurut peraturan perundang-
                                                          
3
 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2.  
4
 Ibid., Pasal 2 ayat (2) 
5
 Ibid., Pasal 2 ayat (3) 
 



































undangan yang berlaku. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk 
mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan di 
kemudian hari. 
3. Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk 
kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. 
4. Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan. 
Bagi calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus 
toxoid (TT). Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
keturunan dan membangun keluarga sehat.
6
 Hal ini tertuang dalam 
Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Dan Urusan Haji Kementerian Agama dan Direktur Jenderal 
Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 
Pemukiman Kementerian Kesehatan. Nomor 02 tahun 1989 dan 162-
I/PD.03.04.EL. Tentang Tetanus Toxoid Calon Pengantin.  
Setelah keempat hal di atas dipenuhi dan dilakukan secara matang 
oleh calon mempelai, maka calon mempelai dapat memberitahukan 
kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya 
disebut PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, sekurang-
kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilakukan. 
Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai yang 
bersangkutan ataupun oleh orang tua atau wakilnya. Dalam 
pemberitahuan nikah, dicantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, 
                                                          
6
 Ita Musarrofah, Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya (Surabaya; 
UINSA Press, 2014). 99. 
 



































pekerjaan, tempat kediaman calon, dan apabila salah seorang keduanya 
pernah menikah, maka disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
7
 
Dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 
18 tahun 2018 menyebutkan akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan 
pada hari dan jam kerja. Dalam pasal 2 atas permintaan calon pengantin, 
akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan 
jam kerja.
8
 Namun dalam hal memudahkan pegawai pencatat nikah 
sejatinya akad nikah dilangsungkan di KUA Kecamatan.  
Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan 
oleh seorang pegawai pencatat nikah yang telah ditunjuk mengenai suatu 
peristiwa yang terjadi. Pencatatan sangatlah penting dilaksanakan oleh 
pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan 
bukti otentik tentang keabsahan nikah, baik secara agama maupun secara 
negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula 
keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh 
hak-haknya sebagai ahli waris.
9
 
Dalam pencatatan kehendak nikah terdapat pemeriksaan nikah. 
Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN, penghulu atau pembantu PPN. 
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penghalang 
perkawinan menurut hukum Islam serta untuk meneliti kelengkapan 
                                                          
7
 Ibid., 100. 
8
 Ibid. Pasal 15. 
9
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),  xx 
 





































 Pemeriksaan ini dilakukan terhadap calon suami, 
calon istri, dan wali nikah. Hasil pemeriksaan tersebut, oleh pembantu 
PPN kemudian ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah dan 
ditandantangani oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti 
penghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami, dan wali nikah.
11
  
Apabila calon suami, calon isteri, dan wali hakim bertempat 
tinggal di luar wilyah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, 
pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan 
bertempat tinggal. Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal 
calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi 




Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4) (Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 
2018 tentang Pencatatan Perkawinan), Kepala KUA Kecamatan atau 
Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
13
 Pengumuman kehendak 
pernikahan ini dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau 
media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
14
 Pengumuman kehendak 
perkawinan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran 
                                                          
10
 Ita Musarrofah, Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya‎, 102 
11
 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (5). 
12
 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Pasal 16 (3) 
13
 Ibid., Pasal 7 Ayat (1)  
14
 Ibid. ,Pasal 7 Ayat (2) 
 





































 Apabila dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 
(sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman 
kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari 
camat di wilayah akad dilaksanakan.
16
  
Dalam praktik di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya ditemukan bahwasannya pengumuman kehendak 
perkawinan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. Hal ini 
dikarenakan beberapa faktor di antaranya kurangnya sumber daya 
manusia yang bertugas di Kantor Urusan Agama tersebut dan juga 
pencetakan Pengumuman kehendak perkawinan (selanjutnya disebut 
formulir model N9) waktunya bersamaan dengan pencetakan buku nikah 
sehingga tidak ada waktu untuk menempelkan pengumuman kehendak 
perkawinan. 
Pengumuman ini dimaksudkan agar setiap orang tahu 
bahwasannya dalam waktu dekat akan dilangsungkan akad nikah oleh 
pasangan calon pengantin dan apabila ada penghalang nikah diharapkan 
masyarakat dapat melaporkan kepada PPN agar pernikahan tersebut tidak 
dilangsungkan. Akan tetapi apabila formulir model N9 tidak ditempelkan 
pada tempat yang semestinya maka masyarakat tidak bisa mengetahui 
akan adanya kehendak nikah dan masyarakat tidak bisa melaporkan 
apabila ada penghalang nikah diantara kedua calon pengantin tersebut. 
                                                          
15
 Ibid., Pasal 7 Ayat (3) 
16
 Ibid., Pasal 7 Ayat (4) 
 



































Berdasarkan dari permasalahan tersebut dan berpegang pada 
peraturan yang berlaku itulah yang membuat penulis tertarik dan 
berusaha menganalisis lebih dalam tentang implementasi pengumuman 
kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya. Kemudian penulis menformulasikan dengan 
judul ”Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman kehendak 
perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya 
Kota Surabaya”. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka dapat 
ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian yang 
berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 
tentang pengumuman kehendak perkawinan di ‎KUA Jambangan, 
Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya. 
b. Kendala dalam pengumuman kehendak perkawinan di ‎KUA 
Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya Kota 
Surabaya. 
c. Alur proses pengumuman kehendak perkawinan di ‎KUA 
Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya Kota 
Surabaya.‎ 
 



































d. Urgensi pengumuman kehendak perkawinan. 
e. Pencatatan kehendak nikah di KUA Jambangan, Wonocolo, dan 
Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya. 
f. Analisis yuridis terhadap implementasi pengumuman kehendak 
perkawinan di ‎KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jelaskan, agar tidak 
terjadi pembahasan yang melebar hingga keluar dari pokok 
pembahasan, maka penulis menyusun batasan masalah agar 
pembahasannya lebih jelas dan terarah. Adapun batasan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 ‎tahun 1975 
tentang pengumuman kehendak perkawinan di ‎KUA Jambangan, 
Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya. 
b. Analisis yuridis terhadap implementasi pasal 8 Peraturan 
Pemerintah No 9 ‎tahun 1975 tentang pengumuman kehendak 
perkawinan di ‎KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya. 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah 
dipaparkan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu; 
 



































1. Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 ‎tahun 
1975 tentang ‎pengumuman kehendak perkawinan di ‎KUA 
Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya? 
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap implementasi Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah ‎No 9 ‎tahun 1975 tentang pengumuman kehendak 
perkawinan di ‎KUA ‎Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah 




Adapun pembahasan tentang pengumuman kehendak perkawinan  
sebagaimana yang sudah pernah dibahas antara lain:  
1. Skripsi yang ditulis oleh Askar pada Tahun 2011 (Mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) dengan judul 
“Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan 
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 Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, edisi revisi, Cet.III 
Januari 2011, 9. 
 



































Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”
18
 Letak perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian di atas adalah peneliti di atas 
menjelaskan tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, faktor penghambat 
dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan tinjauan Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi sedangkan 
penulis membahas implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 tentang pengumuman kehendak perkawinan di KUA 
Kecamatan Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota 
Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
adalah Peraturan yang digunakan sebagai batu uji adalah Peraturan 
Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan. 
2. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Yusron, Tahun 2011 ‎(Mahasiswa 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon)‎ dengan 
judul “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang 
No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten 
Cirebon).
19
 Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian 
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 Askar, “‎Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan ‎Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama ‎Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”‎
‎(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011). ‎ 
19
  Ahmad Yusron,“Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 ‎Tahun 
1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi ‎Kasus Kantor Urusan Agama 
 



































sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana 
prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 
tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 serta 
bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA 
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sedangkan penulis membahas 
implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
tentang ‎pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan 
Jambangan, ‎Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya. 
3. Skripsi yang di tulis oleh  Arif Rayan Hidayat, Tahun 2015 
‎(Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten)‎ dengan judul “Implementasi Pencatatan Nikah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
‎Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Cimarga, Lebak)‎”
20
 
Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah 
peneliti ‎di atas menjelaskan implementasi pencatatan perkawinan di 
KUA Kec. Cimarga, Faktor yang menghambat implementasi 
‎perkawinan di KUA Kec. Cimarga dan upaya yang dilakukan KUA 
untuk mencegah perkawinan yang ‎tidak dicatatkan sedangkan penulis 
membahas implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah ‎No. 9 Tahun 
                                                                                                                                                               
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).‎"‎   ‎(Skripsi—‎ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh 
Nurjati, Cirebon‎, 2011).‎ 
20
 Arif Rayyan Hidayat,“Implementasi Pencatatan Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 
‎Tahun 1974 Tentang ‎Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. ‎Cimarga, Lebak)‎”‎.‎   
 ‎(Skripsi—‎ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin, ‎Banten, 2015).‎ 
 



































1975 tentang ‎pengumuman kehendak perkawinan di KUA ‎Kecamatan 
Jambangan, ‎Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya.‎ 
Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas 
secara spesifik tentang pengumuman kehendak perkawinan. Maka dari itu 
penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 
Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah ‎Nomor 9 Tahun 1975 
Tentang Pengumuman kehendak perkawinan di KUA ‎Jambangan, 
Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya”.  
E. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk menjelaskan implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 
‎tahun 1975 tentang ‎pengumuman kehendak perkawinan di ‎KUA 
Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya. 
2. ‎Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap implementasi pasal 8 
Peraturan Pemerintah ‎No 9 ‎tahun 1975 tentang pengumuman 
kehendak perkawinan di ‎KUA ‎Jambangan, ‎Wonocolo, dan Gubeng 
Kota Surabaya Kota Surabaya . 
F. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa: 
1. Kegunaan teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang 
berkaitan dengan implementasi terhadap pasal 8 Peraturan 
 



































Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pengumuman kehendak 
perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya. Sehingga dapat dijadikan informasi bagi 
pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian 
lebih lanjut. 
2. Secara praktis, diharapkan ada gerakan perubahan dalam 
implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 
tentang pengumuman kehendak perkawinan tersebut. Agar 
peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik agar setiap 
orang tahu akan dilaksanakannya kehendak nikah bagi calon kedua 
pengantin dan apabila ada penghalang nikah masyarakat bisa 
melapor pada pihak KUA.  
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah maksud peneliti dalam skripsi yang berjudul 
Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 8 ‎Peraturan Pemerintah No 
9 Tahun 1975 Tentang ‎Pengumuman kehendak perkawinan Di KUA 
Jambangan, ‎Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya ini, 
maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud beberapa variabel yang 
terkandung dalam judul ini, yaitu: 
Yuridis  : Menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari 
kata yuridisch yang ‎berarti menurut hukum, 
atau dari segi hukum.‎
21
 Sehingga analisis 
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 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.‎ 
 



































yuridis dapat diartikan sebagai penyelidikan 
terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 
keadaan yang sebenar-benarnya menurut 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
UU No. 1 ‎Tahun 1974, Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
‎2018 tentang Pencatatan Nikah, serta 
peraturan lainnya yang mengatur tentang 
‎pengumuman kehendak perkawinan. 
Implementasi Pasal : Pelaksanaan suatu pasal dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pengumuman perkawinan : Pemberitahuan kepada khalayak umum 
mengenai akan dilaksanakannya kehendak 
nikah atas kedua pasangan yang 
identitasnya telah dicantumkan dalam 
berita acara pemeriksaan perkawinan 
(selanjutnya disebut formulir model N8)  
dan di tempelkan pada papan pengumuan 
atau media lain. 
Berdasarkan judul skripsi yang secara definisi operasional telah 
penulis ‎jelaskan‎, peneliti ini diarahkan untuk meneliti pelaksanaan pasal 8 
 



































Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman 
kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya Kota Surabaya. 
H. Metodologi 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar 
belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, 
lembaga, dan masyarakat.
22
 Dalam hal ini peneliti secara langsung ke 
lapangan guna mencari fakta-fakta yang digunakan sebagai objek 
penelitian. 
1. Data yang Dikumpulkan 
Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di 
atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut : 
a. Data primer  
1) Data tentang implementasi pengumuman kehendak 
perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng 
Kota Surabaya Kota Surabaya. 
2) Data tentang formulir, media, dan alat pendukung 
pengumuman kehendak perkawinan di KUA Jambangan, 
Wonocolo, ‎dan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya.‎ 
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 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi  Penelitian sosial (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2004), 5. 
 



































b. Data Sekunder 
1) Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA)‎ 
Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. 
2) ‎Data tentang Kepala atau pegawai di Kementerian Agama 
Kota Surabaya mengenai implementasi Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pengumuman 
kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan 
Gubeng Kota Surabaya. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang penyusun gunakan untuk dijadikan pedoman 
dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait 
analisis yuridis terhadap implementasi pasal 8 Peraturan Pemerintah 
No 9 tahun 1975 tentang pengumuman kehendak perkawinan di KUA 
Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya. Meliputi data 
primer dan sekunder, yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah data 
yang diperoleh langsung dari sumber pertama
23
. 
1) Kepala KUA Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota 
Surabaya. 
2) Pegawai KUA Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota 
Surabaya. 
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 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1990), 129 
 



































3) Dokumen tentang pelaksanaan pengumuman kehendak 
perkawinan oleh Pegawai KUA Jambangan, Wonocolo dan 
Gubeng Kota Surabaya. 
b. Sumber Data Sekunder 
Didalam penelitian hukum, sumber data sekunder mencakup 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
24
 Adapun sumber 
sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bahan hukum primer 
a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan.‎ 
b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan‎. 
c) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 
Pencatatan Nikah. 
2) ‎Bahan hukum ‎sekunder 
a) Buku-buku ilmiah yang terkait. 
b) Hasil penelitian. 
3) Bahan hukum ‎tersier  
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia 
b) Wikipedia Bahasa Indonesia. 
c) Internet. 
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 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), 52. 
 



































3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Teknik Interview (Wawancara) 
Metode interview atau wawancara adalah sutau percakapan 
yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan 
proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-
hadapan secara fisik.
25
 Pada penelitian ini penulis mengadakan 
wawancara dengan Kepala dan staf di KUA Kec. Jambangan, 
Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya. 
b. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, 
mendengar, dan merasakan secara langsung).
26
 Peneliti dalam hal 
ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik 
ini dilakukan ‎untuk mendapatkan fakta di lapangan mengenai 
implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pengumuman kehendak perkawinan di KUA Jambangan, 
Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya.‎ 
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 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-2  (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235. 
26
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-12 (Bandung: 
Alfabeta, 2012), 145. 
 




































Metode dokumentasi digunakan penulis untuk menelusuri 
letak ‎daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, data model N9 
(Model Pengumuman kehendak perkawinan) yang telah ‎dicatat 
oleh Kepala KUA Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota 
Surabaya, serta ‎dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 
pelaksanaan impelemtasi pengumuman kehendak perkawinan di 
KUA Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya oleh 
Kepala atau Pegawai.‎ 
4. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 
rumus-rumus tertentu.
27
 Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan 
editing, organizing, dan analizing. 
a. Editing ‎ 
Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang 
dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 
keselarasan antara data yang ‎ada dan relevansi dengan penelitian.‎ 
Data yang disaring pada penelitian ini adalah data dari Kepala 
dan ‎Penyuluh KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya, serta pihak yang terkait dengan ‎pelaksanaan 
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 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002), 89. 
 



































Pengumuman kehendak perkawinan di KUA Jambangan, 
‎Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya.‎ 
b. Organizing 
Organizing adalah pengaturan dan penyusunan yang 
sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk 
penemuan skripsi.
28
Data tersebut adalah data dari Kepala dan 
Penyuluh KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya, yang terkait dengan ‎pelaksanaan implementasi 
Pengumuman Kehendak ‎Nikah di KUA Jambangan, ‎Wonocolo, 
dan Gubeng Kota Surabaya‎. 
c. Analizing 
Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan 
pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut 
terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama 
yang terkait dengan pokok permasalahannya.
29
 Data ini diambil 
dari pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA 
Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya‎ sehingga 
memperoleh suatu kesimpulan tertentu. 
5. Teknik analisis data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif 
analisis ‎dengan menggunakan pola pikir deduktif. Metode deskriptif 
                                                          
28
 Soeratno, Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 
1995), 129. 
29
 Lexy J Moeloeng, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Rosda, 1989), 280. 
 



































analisis adalah memaparkan data yang diperoleh dari lapangan yang 
berisi wawancara serta dokumentasi secara mendalam dengan 
menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian 
ini, kemudian dianalisis menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975. Pola pikir deduktif merupakan cara penarikan 
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus, dimana 
penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori 
pengumuman kehendak perkawinan, kemudian mengemukakan 
kenyataannya yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang 
implemetasi pengumuman kehendak perkawinan menurut pasal 8 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa 
yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah 
sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari sub bab 
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua, berisi tentang Pengumuman kehendak perkawinan, yang 
terdiri dari‎ sub bab meliputi pengertian pengumuman kehendak 
perkawinan, dasar hukum pengumuman kehendak perkawinan, fungsi 
pengumuman kehendak perkawinan bagi calon pengantin dan masyarakat, 
 



































proses dan prosedur, serta alat yang digunakan dalam pengumuman 
kehendak perkawinan. 
Bab ketiga, menjelaskan implementasi pengumuman kehendak 
perkawinan di KUA Kec. Jambangan, Kec. Wonocolo, dan Kec Gubeng 
Kota Surabaya., yang terdiri dari sub bab meliputi demografi KUA Kec 
Jambangan, Kec Wonocolo, dan Kec. Gubeng Kota Surabaya dan 
implementasi pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec 
Jambangan, Kec Wonocolo, dan Kec. Gubeng Kota Surabaya .  
Bab keempat, menjelaskan tentang analisis yuridis tehadap 
Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang 
‎Pengumuman kehendak perkawinan Di KUA Jambangan, Wonocolo, dan 
Gubeng Kota Surabaya, terdiri dari‎ bab implementasi pengumuman 
kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya, dan analisis yuridis terhadap implementasi pengumuman 
kehendak perkawinan di KUA Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota 
Surabaya 










































PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN 
A.  Pengertian  
Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi negara 
dalam rangka mewujudkan tata kelolah pencatatan perkawinan yang baik 
(good governance). Istilah tata kelolah bisa juga di sebut good 
governance. Secara umum, governance diartikan sebagai hubungan yang 
baik antara pemerintah kepada masyarakat yang dilayani dan dilindungi, 
governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintah), 
private sector (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat).1 
Sedarmayanti mengemukakan untuk mewujudkan good 
governance, perlu ada standar yang menjadi barometer sehingga mampu 
terwujud pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip dan dasar yang 
dimiliki oleh good governance. Dalam penyelenggaraan good governance, 
menghendaki adanya akuntabilitas, transaparansi, keterbukaan, dan rule 
of law. Sementara pemerintah yang bersih menuntut terbebasnya praktik 
yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi negara. 
Sedangkan pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukan, 
ketaatan, dan kepatuhan (compliance) rakyat terhadap undang-undang, 
pemerintah dan kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah yang 
berwibawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan 
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 Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelolah Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang, 
(Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar, 2017), 2.  
 



































masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
2
   
Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka 
menciptakan ketertiban dan ‎kesejahteraan warga negaranya, pencatatan 
ini dilakukan oleh Pegawai Pencatatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) 
yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) 
di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang 
beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama 
selain Islam. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku 
akta ‎nikah kepada masing-masing suami istri.3 Pencatatan perkawinan 
juga merupakan sebagai kegiatan yang bersifat administratif dalam 
menyalin suatu data, baik dari data kependudukan dan status seseorang 
dari suatu peristiwa perkawinan.  
Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan 
perlindungan hukum dan pengakuan atas suatu ikatan suci dari sebuah 
perkawinan yang ada dalam masyarakat, dan juga memiliki aspek 
keperdataan. Kutipan akta itu sebagai bukti otentik yang dilakukan ‎oleh 
Pegawai Pencatat Nikah, talak, dan rujuk juga oleh Pegawai perkawinan 
pada Kantor Catatan ‎Sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan yang berlaku mengenai ‎pencatatan perkawinan.‎ 
Pencatatan perkawinan adalah pencatatan yang dilakukan oleh 
pejabat negara terhadap persitiwa perkawinan. Dalam hal ini PPN yang 
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 Sedarmayanti, Good Governance, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 16. 
3
 Zainudin Ali, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26 
 



































melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad 
perkawinan antara calon suami dan calon istri.
4
 
Formulir model N9 adalah lembar model yang harus diumumkan 
oleh PPN, yang dipasang di tempat tertentu di KUA Kecamatan atau 
media lain yang dapat diakses oleh masyarakat yang dilakukan selama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan. 
PPN/Penghulu tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum 
lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman diumumkan, kecuali 
yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya karena 
salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk 
melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan 
dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Camat, selanjutnya 
Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Setelah surat dispensasi 
waktu pengumuman kehendak perkawinan dikeluarkan maka 
PPN/Penghulu boleh melaksanakan akad nikah. 
Pengumuman kehendak dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-
keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang 
demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan 
kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undang lainnya. 
                                                          
4
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 
cet ke-1, 283. 
 



































B. Dasar Hukum 
Ada beberapa ketentuan mengenai dasar hukum tentang 
pencatatan perkawinan khususnya pengumuman kehendak perkawinan : 
1. Undang-undang  
a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, 
talak, dan rujuk. 
Sebelum RUU perkawinan tahun 1973 dibahas di DPR-RI, 
telah dikeluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang 
pencatatan nikah, talak, dan rujuk, belaku bagi umat Islam, yang 
diumumkan pada 21 november 1946, dan ditetapkan di 
Linggarjati pada tanggal 26 november 1946. 
Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 
22 Tahun 1946 disebutkan bahwa “Nikah yang dilakukan 
menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh 
pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau 
pegawai yang ditunjuk olehnya.” Ayat (2) menentukan, “yang 
berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima 
pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang 
 







































Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam pasal 2 
ayat (1), bahwa Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut 
dalam ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah 
yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan 
rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan 
pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-
masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya 
masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
6
 
Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 22 
tahun 1946, bahwa pelaksanaan perkawinan harus dilakukan di 
hadapan PPN. Seorang laki-laki yang melakukan akad nikah 
dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan Pegawai 
Pencatat Nikah, maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling 
banyak Rp. 50,- (lima puluh rupiah). Dalam ketentuan tersebut 
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 Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelolah Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-
Undang.., 11. 
6
 Ibid., 12. 
7
 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum 
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 209. 
 



































b. Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan 
berlakunya undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 
november 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, 
talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. 
Keberadaan Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang 
penetapan berlakunya undang-undang Republik Indonesia 
tanggal 21 november 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, 
merupakan penyempurnaan tentang aturan pencatatan nikah, 
talak, dan rujuk yang berlaku khusus di Jawa dan Madura. Oleh 
sebab itu, dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 32 tahun 
1954‎ hanya mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk‎ saja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia.8 
Dalam penjelasan pasal 1 disebutkan bahwa “Maksud pasal 
ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam 
supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara 
yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan 
penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian 
dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat 
                                                          
8‎ Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelolah Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-
Undang…,12.‎ 
 



































dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat 
menjaga jangan sampai ada kekacauan”.
9
   
Untuk melengkapi aturan tersebut, Pemerintah bersama 
dengan Wakil Rakyat menerbitkan Undang-undang Republik 
Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku 
secara nasional bagi warga Negara Republik Indonesia, baik yang 
beragama Islam maupun non Islam.
10
 
c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  tentang perkawinan. 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal, merupakan undang-
undang yang mengatur perkawinan bagi warga Negara Republik 
Indonesia yang berlaku secara nasional, baik yang beragama 
Islam maupun non Islam. 
Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau 
asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan 
perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-
prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai 
berikut : 
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 Penjelasan UU nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya undang-undang Republik 
Indonesia tanggal 21 ‎nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak ‎dan 
rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.‎ 
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 ‎ Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelolah Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-
Undang…, 13.‎ 
 



































1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling 
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiil. 
2) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu 
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 
peraturan perudang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar 
pencatatan.  
3) Undang-undang ini menganut asas monogami. hanya apabila 
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan 
agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang 
suami dapat beristri dari seorang. Namun demikian 
perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, 
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 
 



































berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh 
pengadilan. 
4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami 
istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan 
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 
5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-
undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya 
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada 
alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan. 
6) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga 
maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 
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 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana 
Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Edisi 2, (Jakarta: Rajawali Pers), 538. 
 



































2. Peraturan Presiden. 
Rancangan undang-undang tentang perkawinan diterima dengan 
suara bulat dalam sidang paripurna pada tanggal 22 desember 1973 
yang bertepatan dengan hari Ibu. Diundangkan pada tanggal 2 januari 
1974 sebagai undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Setelah mengalami beberapa proses selama 15 bulan 
lamanya, maka pada tanggal 1 april 1975 diundangkan sebagai 
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. 
Peraturan Pemerintah ini dimuat dalam lembaran negara (selanjutnya 
disebut LN) nomor 12 tahun 1975, tambahan LN nomor 3050 tahun 
1975. Pearturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ini terdiri dari 49 
pasal dan 10 Bab. Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini 
terdapat dua bagian, yaitu (1) pelaksanaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan nikah yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Niakh 
(PPN) dan, (2) pelaksanaan yang dilakukan oleh pengadilan, yang 
dalam hal ini dilaksanakan oleh peradilan umum bagi warga negara 
yang non muslim dan peradilan Agama bagi yang muslim. 
Pelaksanaan terhadap hal terakhir ini dilaksanakan terhadap beberapa 
persoalan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan 
dan perceraian.
12
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 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 13. 
 



































Salah satu pasal yang mengatur tentang pelaksanaan nikah yang 
menjadi tugas PPN yakni‎ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 pasal 8‎ disebutkan bahwa “Setelah dipenuhi tata cara 
dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan 
perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman 
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan 
cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang 
ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat 
yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”.  
Dari pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
diketahui bahwasannya setelah semua tata cara sudah terpenuhi maka 
langkah PPN yang dalam hal ini adalah mengumumkan kehendak 
nikah pada kantor pencatatan perkawinan di suatu tempat yang dapat 
dilihat dan dibaca oleh umum.  
3. Peraturan Menteri Agama 
Dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang 
pencatatan perkawinan BAB III pasal 7 : 
Ayat (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4), Kepala KUA 
Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. 
 



































Ayat (2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada 
tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat 
diakses oleh masyarakat. 
Ayat (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran 
perkawinan. 
Ayat (4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 hari 
(sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman 
kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi 
dari camat di wilayh akad dilaksanakan. 
13
 
C. Urgensi Pengumuman kehendak perkawinan 
Rumusan redaksi Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yanag berlaku”. Sementara pada rumusan redaksi Pasal 5 ayat (1) KHI 
berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap perkawinan harus dicatat”. Dengan membaca, memperhatikan, 
mencermati kedua pasal dalam dua aturan hukum diatas, bisa jadi 
memunculkan pertanyaan bagi kita. Pertama apakah pencatatan tersebut 
merupakan faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan?. Kedua, 
apa sebenarnya urgensi dari pencatatan perkawinan itu? 
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 PMA No 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. 
 



































Dalam hal memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang pertama, 
oleh para sarjana hukum nampaknya memiliki pandangan dan jawaban 
yang berbeda-beda. Paling tidak ada dua pandangan yang berekembang 
dan menjadi jawaban sarjana hukum terhadapnya. Pendapat pertama 
mengatakan bahwa pencatatan tersebut merupakan faktor yang 
menentukan sahnya perkawinan. Hal ini didasarkan pada penafsiran 
bahwasannya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 
1974 itu bukan dari sudut yuridis saja, yakni terkait sahnya suatu 
perkawinan, tetapi juga dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh karena 
itu, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)‎ undang-undang No. 1 Tahun 1974 ‎tidak 
dapat dipisahkan, karena keduanya saling keterkaitan. Sebab, sebuah 
pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat 
pada suami dan istri.
14‎ Oleh sebab itu, mencatatkan perkawinan 
merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan 
dan kepastian hukum.
15
 Dicatatkannya sebuah perkawinan akan 
membantu menjaga masing masing pihak mendapatkan haknya, dan 
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Beberapa akibat hukum tersebut diantaranya : ‎(a) menjadi halalnya hubungan seksual anatara 
suami dan ‎isteri; (b) mahar (mas kawin) menjadi ‎milik istri; (c) timbulnya hak dan kewajiban 
suami istri; (d) ‎anak- anak yang dilahirkan dari ‎perkawinan itu menjadi anak yang sah; (e) suami 
dan istri secara ‎bersamasama berkewajiban ‎untuk mendidik anak-anak hasil perkawinan mereka; 
(f) bapak berhak ‎menjadi wali nikah dari ‎anak perempuannya; (g) suami dan istri berhak saling 
mewarisi, ‎demikian pula dengan anak-anak ‎hasil perkawinan tersebut; (h) bila suami dan istri 
meninggal ‎dunia maka salah satu di antara ‎mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap 
harta ‎maupun terhadap anak-anak mereka, ‎kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh 
pengadilan.‎ 
15
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 122. 
 



































sekaligus menjadi bukti ‎otentik jika ada perselisihan ataupun 
wanprestasi.‎16 
Selain itu, akta perkawinan juga merupakan salah satu alat bukti 
yang sah. Dengan demikian ‎dapat dikatakan bahwa keberadaan akta 
perkawinan secara hukum memegang peranan yang ‎sangat penting, 
khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak 
seseorang ‎serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah 
dilakukan. Oleh karena itu, ketika ‎terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak 
lain tentang keabsahan suatu perbuatan huku‎m.17 
Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan terhadap perkawinan 
bukanlah merupakan suatu faktor yang menentukan sahnya perkawinan. 
Pakar yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Yahya Harahap. 
Beliau beragumen dengan model rumusan dan penyusunan redaksi Pasal 2 
UUP tersebut yang dipisah ke dalam dua ayat. Jika ketentuan pencatatan 
itu menjadi faktor yang menentukan sah tidaknya perkawinan, maka Pasal 
2 UUP itu seharusnya menjadi pasal yang tidak dipisah dalam dua ayat. 
Sehingga perkataan sah itu akan meliputi unsur pencatatan. Akan tetapi 
tidak demikian halnya pada Pasal 2 UUP tadi. Antara perkataan “sah” 
yang terdapat pada ayat 1 tidak meliputi lagi unsur pencatatan dimaksud. 
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Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon 
Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan”, Al-Mazahib, Nomor I, (Juni, 2015), 48. 
17
 Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia 
Islam”, dalam http//online-journal.unja.ac.id, diakses pada 3 Juli 2019. 
 



































Karena itu pencatatan perkawinan bukan termasuk ketentuan yang 
menentukan sah tidaknya perkawinan.
18
  
Jika pencatatan terhadap perkawinan bukan merupakan faktor yang 
menentukan sah tidaknya perkawinan menurut sebagian pakar, lalu apa 
sebenarnya urgensi daripada pencatatan tersebut? 
Menurut Yahya Harahap, kedudukan hukum pencatatan terhadap 
perkawinan menurut hukum (dalam pandangannya sebagai ahli hukum) 
hanya merupakan tindakan administratif saja. Ia beragumen dengan 
menghubungkan antara isi Pasal 2 ayat (2) UUP tersebut dengan 
penjelasannya yang termuat dalam huruf 4 poin b yang berbunyi; Suatu 
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.    
Lebih lanjut kemudian disebutkan lagi: Pencatatan tiap-tiap 
perkaiwnan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan. 
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 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 15. 
 



































Meneliti bunyi pasal 2 ayat (2) dihubungkan dengan penjelasan 
undang-undang tentang perkawinan diatas, menurut Yahya Harahap dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Pencatatan itu tidak lain merupakan akte resmi yang dapat 
dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan 
seperti halnya akte resmi kelahiran atau kematian. 
Dengan paparan seperti di atas, maka sekalipun pencatatan bukan 
unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan namun pencatatan 
tersebut merupakan keharusan, dan proses pencatatannya harus sesuai 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19
  
Dalam hal ini dapat ditarik dalam pembahasan tentang pengumuman 
kehendak perkawinan, meskipun pengumuman kehendak perkawinan 
tidak menentukan keabsahan nikah akan tetapi pengumuman kehendak 
perkawinan harus dilaksanakan karena termasuk ke dalam tahapan 
pencatatan perkawinan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.  
 
 







































D. Fungsi Pengumuman Kehendak Perkawinan 
Pengumuman kehendak perkawinan mempunyai beberapa fungsi 
diantaranya : 
1. Bagi Kantor Urusan Agama 
a. Sebagai laporan kepada Kementerian Agama Kota Surabaya atau 
Kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur bahwasannya 
Pengumuman kehendak perkawinan sudah diumumkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Memberikan informasi kepada publik mengenai pernikahan yang 
akan dilaksanakan ‎oleh Kantor Urusan Agama. 
2. Bagi Calon Pengantin  
Memberikan informasi kepada calon pengantin dan keluarganya 
mengenai pelaksanaan akad nikah yang akan dilangsungkan oleh 
kedua calon pengantin.  
3. Bagi Masyarakat. 
Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melaporkan 
atau mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu 
perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin apabila 
diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya 
serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  
 



































E. Proses dan Prosedur 
Dalam hal proses dan prosedur pengumuman kehendak perkawinan 
berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan, karena pengumuman 
kehendak perkawinan masuk dalam pencatatan perkawinan. Adapun yang 
berkaitan dengan pengumuman kehendak perkawinan yaitu : 
1. Persiapan 
Pembantu PPN dalam penasihatan dan bimbingan agar 
mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pekawinan 
hendaknya melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut :
20
 
a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian 
tentang apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua 
orang tua menyetujui/merestui. Ini erat hubungannya dengan 
surat persetujuan kedua mempelai dan surat izin orang tua, agar 
surat-surat tersebut tidak hanya formalitas. 
b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan 
perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang 
rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri. 
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 Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelolah Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-
Undang…, 43.‎ 
 



































d. Dalam rangka peningkatan kualitas keturunan yang akan 
dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatan 
dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan 
imunisasi tetanus toxoid.21 
2. Pemberitahuan 
Setelah persiapan pendahuluan sudah dilakukan secara matang 
maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya 
kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungnya akad nikah 
sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.  
Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, 
orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang 
diperlukan, diantaranya adalah : 
a. Surat persetujuan calon mempelai (formulir model N3) 
b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal 
usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk 
diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya. Untuk 
kerperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan 
salinan/fotokopinya) 
c. Surat keterangan orang tua (Model N4) 
d. Surat pengantar perkawinan (Model N1) 
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e. Surat izin bagi calon mempelai anggota ABRI 
f. Akta cerai talak/cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran 
talak/cerai jika calon mempelai seorang duda/janda. 
g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala 
desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya 
suami/istri menurut contoh formulir model N^6 jika calon 
mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri. 
h. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum 
mencapai umur menurut ketentuan undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s.d (6) dan pasal 7 ayat (2) 
i. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 
kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman. 
j. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka 
yang tidak mampu. 
Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah 
meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah 
tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum 
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3. Pemeriksaan nikah 
Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah 
sebaiknya dilakukan secara besama-sama, tetapi tidak ada 
halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan 
dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-
sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai 
diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangannya yang 
dikeluarkan kepala desa/lurah yang instansi lainnya dan berdasarkan 
wawancara langsung dengan yang bersangkutan.
23
 
4. Pengumuman kehendak perkawinan 
Pembantu PPN mengumumkan formulir model N9 setelah 
persyaratan dipenuhi. Pengumuman dipasang di tempat-tempat yang 
mudah diketahui umum. Seperti di balai desa, masjid, musholla, dan 




Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum lampau sepuluh 
hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang di atur dalam 
pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975, yaitu apabila terdapat alasan 
yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas 
keluar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon 
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 Ibid., 46. 
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Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini PPN memberikan 
nasihat perkawinan kepada calon suami istri tentang hak dan 
kewajiban suami istri, pentingnya imunasi TT bagi calon istri Serta 
pentingnya pengalaman kehidupan beragama dalam keluarga.
26
 
F. Intrumen Pengumuman Kehendak Perkawinan. 
Dalam pengumuman kehendak perkawinan terdapat instrumen yang 
dipakai diantaranya yakni formulir model N9. Melalui Keputusan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 
tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau 
Rujuk. Dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018 
tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan ‎Perkawinan atau 
Rujuk, formulir model N9 terdapat beberapa bagian diantaranya : 
1. Kepala bagian, meliputi :  
a Judul formulir model N9. 
b Identitas KUA. 
c Nomor pemeriksaan. 
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2. Identitas calon pengantin laki-laki, meliputi : 
a Nama 
b Bin 
c Nomor Induk Kependudukan 





3. Identitas calon pengantin Pria, meliputi : 
a Nama 
b Bin 
c Nomor Induk Kependudukan 














































e Nomor Induk Kependudukan 





5. Hari, Tanggal, Tempat Perkawinan. 
6. Tanda tangan Kepala/Penghulu. 










































PELAKSANAAN PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN DI KUA 
KEC. JAMBANGAN, WONOCOLO, DAN GUBENG KOTA SURABAYA 
A. Demografi Kantor Urusan Agama  
1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambangan. 
Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) Kecamatan 
Jambangan berdiri pada tanggal 01 Oktober 1994 yang pada awalnya 
bertempat di Jalan Kebonsari No. 14 Surabaya, kemudian pada 
pertengahan Tahun 1996 pindah ke Jalan Kebonsari Elveka IV/54 
Surabaya. KUA Kecamatan Jambangan merupakan pecahan dari 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo. 
KUA Kecamatan Jambangan merupakan institusi pemerintah di 
bawah Kementerian Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas 
dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah 
di bidang pembangunan agama kecamatan, khususnya di bidang 
Urusan Agama Islam (URAIS). 
KUA Kecamatan Jambangan mewilayahi 4 Kelurahan, yaitu : 
a. Kelurahan Jambangan. 
b. Kelurahan Karah. 
c. Kelurahan Kebonsari. 
d. Kelurahan Pagesangan. 
 



































Walaupun KUA Kecamatan Jambangan berdiri pada Tahun 1994, 
namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada tersimpan dengan rapi 
sampai sekarang. 
Batas-batas wilayah : 
a. Utara  : Kecamatan Wonokromo 
b. Selatan : Kota Sidoarjo 
c. Timur  : Kecamatan Gayungan 
d. Barat  : Kecamatan Karangpilang 
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA Kecamatan 
Jambangan merencanakan berbagai program kegiatan yang 
dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan 
agar tugas dan fungsi yang diembannya dapat dicapai dengan hasil 
yang baik. 
Kecamatan Jambangan memiliki luas sekitar 385. 167    dengan 
rincian (Jambangan 77.764   , Karah 121.772   , Kebonsari 87.081 
  , Pagesangan 98.081   ) dengan jumlah penduduk sekitar Laki-
laki 23.193 jiwa dan Perempuan 22.577 jiwa, kecamatan ini terdiri 
dari 4 kelurahan yaitu: Jambangan, Karah, Kebonsari dan 
Pagesangan. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan mempunyai Visi 
yakni : “Profesional dan Amanah dalam Membina Keluarga 
Sakinah’’. Dengan pengertian sebagai berikut: 
 



































a. Profesional : Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang 
dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standar 
pelayanan dan hukum yang berlaku. 
b. Amanah : Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh 
Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan 
berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan 
memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. 
c. Membina : Memberikan suatu pelayanan administratif, 
konseling maupun advising kepada masyarakat secara continue 
dan sistematis untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud. 
d. Keluarga Sakinah : Keluarga yang dibina atas perkawinan yang 
sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual secara layak dan 
seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota 
keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta 
mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-
nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 
Selain Visi, KUA Kecamatan Jambangan juga mempunyai Misi, 
sebagai berikut: 
a. Melaksanakan administrasi, dokumentasi dan mengembangkan 
sistem pelayanan publik. 
b. Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam 
pencatatan nikah dan rujuk. 
 



































c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan 
masyarakat. 
d. Mengembangkan dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, 
baitul mal dan ibadah sosial. 
e. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, 
kemitraan umat dan hisab rakyat. 
f. Membina dan memberdayakan jamaah haji. 
Dalam menjalankan sistem pemerintahan KUA Kecamatan 










Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik, 
KUA Kecamatan Jambangan memiliki Landasan Hukum dan 
Peraturan Perundang-undangan 
 



































a. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan 
NTR. 
b. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
c. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 
Zakat. 
d. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Pencatatan 
Wakaf. 
e. Undang-Undang RI No. 17  Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji. 
f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
UU 1/1974. 
g. Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2000 Tentang Tarif atas 
jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian 
Agama. 
h. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 Tentang 
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. 
i. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Penataan 
Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
j. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 Tentang 
Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dep. 
Agama. 
k. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali 
Hakim. 
 



































l. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang 
Pencatatan Nikah. 
m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu 
dan Angka Kreditnya. 
n. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 
Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. 
o. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji No : DJ.1/Pw.01/1487/2015 Tentang 
Penunjuk Pengisian Formulir NR. 
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo. 
Letak Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terletak pada 
ketinggian kurang lebih 70-100 meter di atas permukaan air laut 




.42 Bujur Timur dan 
7
0
.28’’-08’.05 Lintang Selatan, dengan batas-batas : 
a. Sebelah Utara     : Kecamatan Wonokromo 
b. Sebelah Timur    : Kecamatan Tenggilis Mejoyo 
c. Sebelah Selatan   : Kecamatan Waru Kab. Sidoarjo 
d. Sebelah Barat     : Kecamatan Gayungan dan Wonokromo 
Sejak keberadaan pertama pada tahun 1986 KUA Kecamatan 
Wonocolo Surabaya, yang berada di Jl. Margorejo Indah No. 30 
Surabaya, memiliki luas tanah 312.88 M
2 
dan luas bangunan 149.09 
 





































. Dan meliputi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Sidosermo, Kelurahan 
Bendulmerisi, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Jemurwonosari dan 
Kelurahan Siwalankerto.  
Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota 
Surabaya 
a. Kode KUA   : 163707 
b. Nama KUA   : Wonocolo 
c. Kabupaten   : Kota Surabaya 
d. Propinsi   : Jawa Timur 
e. Nama Kepala KUA  : H. Zainul Hadi., MHI 
f. TMT SK Kepala KUA : 24/10/2014 
g. Telepon   : 0318495445 
h. Email    : kuawonocolo@gmail.go.id 
i. Alamat   : Jl. Margorejo Indah No. 30.  
    Surabaya 
Adapun Visi dan Misi dari KUA Kecamatan Wonocolo Kota 
Surabaya adalah sebagai berikut: 
a. Visi : 
 “Pelayanan Profesional, Cepat, Ramah dan Memuaskan” 
b. Misi : 
Peningkatan dan Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Masyarakat Secara Profesional, Ramah, Cepat dan Memuaskan 
 



































dalam mewujudkan Masyarakat Religius, Metropolitan dan 
Madani melalui: 
1) Peningkatan pelayanan kinerja dalam tugas secara 
professional dalam pencatatan Nikah dan Rujuk 
2) Pembentukan dalam Pengembangan lembaga Zakat, Wakaf 
dan Ibadah Sosial 
3) Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah, Produk Pangan 
Mahal, Kemitraan Umat, Hisab dan Rukyat 
4) Pembinaan Pelayanan Ibadah Haji 
KUA berkedudukan di Wilayah kecamatan dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota 
yang dikoordinasi oleh Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas 
Islam. KUA Wonocolo Kota Surabaya ini membawahi 5 
Kelurahan, yakni: 
a. Kelurahan Sidosermo 
b. Kelurahan Bendulmerisi 
c. Kelurahan Margorejo 
d. Kelurahan Jemurwonosari 
e. Kelurahan Siwalankerto 
KUA Kecamatan Wonocolo mempunyai Tugas Pokok dan 
Fungsi. Tugas pokok Kepala Kantor Kementerian Agama Kota 
Surabaya di Bidang bimbingan masyarakat Islam (BIMAIS) di 
Wilayah Kecamatan Wonocolo. Dan fungsi KUA Wonocolo: 
 



































a. Melayani secara professional dalam pencatatan Nikah dan 
Rujuk 
b. Mengembangkan manajemen dan memaksimalkan fungsi 
masjid 
c. Pembentukan dan pengembangan zakat dan Ibadah Sosial. 
d. Meningkatkan pembinaan dan perwujudan keluarga sakinah. 
e. Peningkatan pemeliharaan masyarakat dalam labelisasi halal, 
arah kiblat dan kemitraan umat. 
Ada beberapa jenis layanan kepada masyarakat diantaranya 
adalah : 
a Pencatatan Nikah dan Rujuk 
b Pengembangan Manajemen dan fungsi masjid 
c Pengembangan zakat, wakaf dan Ibadah Sosial 
d Pembinaan dan perwujudan keluarga sakinah 
e Pemahaman masyarakat dalam labelisasi halal dan arah 
kiblat kemitraan umat 











































Adapun struktur organisasi KUA Wonocolo Surabaya 








Berikut ini adalah uraian tugas ( job description ) pegawai 
KUA Kecamatan Wonocolo : 
1. Nama          : H. Zainul Hadi., MHI 
NIP    : 197101202000031001 
Tempat /Tgl Lahir  : Situbondo, 20 Januari 1971 
Pangkat/Golongan  : Pembina  ( IV/a ) 
Jabatan    : Kepala 
Alamat    : Desa Poka’an, Kec. 
     Kapongan, Kab. Situbondo 
Tugas dan Tanggung Jawab : 
a. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Wonocolo 
1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Wonocolo. 
 



































2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan 
Wonocolo. 
3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab 
kegiatan. 
4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas. 
5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan. 
6) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang muncul dibidang urusan agama Islam. 
7) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
KUA. 
8) Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama 
dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga 
keagamaan yang erat hubungannya dengan 
pelaksanaan tugas. 
9) Sebagai atasan langsung/penanggungjawab atas 
pengelolaan dana di KUA Kecamatan Wonocolo. 
10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor 
Kemetrian Agama Kota Surabaya. 
b. Sebagai Penghulu 
1) Menyusun rencana kerja operasional dan tahunan 
kepenghuluan. 
2) Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk. 
 



































3) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan 
menetapkan legalitas hukumnya serta 
menandatangani akte nikahnya. 
4) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan. 
5) Mengumumkan kehendak perkawinan. 
6) Bertindak sebagai Wali Hakim. 
7) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima 
keputusan dari Pengadilan Agama. 
8) Mengirim pemberitahuan nikah ke Panitera 
Pengadilan Agama/Penghulu/KUA yang 
mengeluarkan akta cerai. 
9) Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi dan 
penyimpanan blangko NTCR. 
10) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 
perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, ibsos, 
labelisasi produk pangan halal dan kemitraan ummat. 
c. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
1) Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf. 
2) Mengesahkan Nadzir, baik Nadzir kelompok, 
perorangan maupun yang berbadan hukum. 
3) Menerima pelaksanaan Ikrar Wakaf. 
4) Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun 
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (PAIW). 
 



































5) Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian 
pensertifikatan tanah wakaf. 
6) Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah 
bersertifikat maupun masih dalam proses di BPN 
Kota Surabaya. 
7) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah 
yang berkaitan dengan persertifikatan. 
d. Sebagai Ketua/Penanggungjawab/Pengelola Keuangan. 
1) Bertanggungjawab atas penggunaan keuangan atau 
penerimaan dan penyetoran keuangan dengan 
petunjuk yang ada. 
2) Bertanggungjawab atas laporan SPJ yang ada. 
3) Berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 
sesuai peraturan atau petunjuk yang. 
2. Nama   : Moenawar Cholil., S.Ag 
NIP    : 19720218 200604 1017 
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 18 Pebruari 1972 
Pangkat/Golongan : Penata  ( III/c ) 
Jabatan   : Penghulu 
Alamat   : Tambak Madu II/49 Simokerto  
      Surabaya 
Tugas dan Kewajiban:  
a. Sebagai Penghulu 
 



































1.) Membantu Kepala KUA/Penghulu dalam menyusun 
rencana kerja tahunan dan operasional kegiatan 
kepenghuluan. 
2.) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin 
3.) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk. 
4.) Memimpin pelaksanakan akad nikah/rujuk melalui 
proses menguji kebenaran syarat dan rukun 
nikah/rujuk. 
5.) Memberi khutbah/nasehat nikah/rujuk. 
6.) Memberikan penasihatan dan pembinaan kepada 
calon pengantin dan pasca nikah. 
7.) Membentuk kader dan memberikan konseling pada 
pembina dan kelompok keluarga sakinah. 
8.) Membantu pelaksanaan administrasi perwakafan 
dengan mengklaifikasi dan mengarsipkan data tanah 
wakaf berikut penggunaannya. 
b. Sebagai Petugas Tata Usaha 
1) Menyimpan/mengarsipkan surat-surat penting; 
edaran, juklak, instruksi, peraturan-peraturan, SK, 
Surat Tugas, Brosur dan Majalah. 
2) Membantu penyelesaian rekomendasi nikah, 
pengajian, mahrom haji, dan ikrar masuk Islam. 
 



































3) Menyiapkan dan membuat laporan tahunan dan 
bulanan KUA Kec Wonocolo. 
4) Melaksanakan kegiatan lintas sektoral. 
5) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh 
atasan. 
6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. 
3. Nama   :   Mustainah, SE 
NIP   :   19801103 200501 2005 
Tempat/Tgl Lahir :   Sidoarjo, 03 Nopember 1980 
Pangkat/Golongan :   Penata Muda Tk. I ( III/b ) 
Jabatan   :   Pengadministrasi/Bendahara 
Alamat   :   Ngingas RT. 003/RW.001 No. 34- 
        A Waru Sidoarjo 
Tugas dan Kewajibannya 
a. sebagai Petugas Tata Usaha / Administrasi 
1) Mengadministrasi kegiatan KUA. 
2) Melayani kebutuhan pimpinan/atasan berkaitan 
dengan tugas kantor. 
3) Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan 
dengan surat menyurat KUA. 
4) Menjalin hubungan baik dengan atasan, instansi 
vertikal dan institusi lainnya. 
5) Menulis register nikah untuk KUA. 
 



































6) Mengurus dispensasi waktu ke Kantor Camat 
Wonocolo. 
7) Menggali dan memverikasi data-data keagamaan 
serta melaporkan setiap semester. 
8) Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana-
sarana di tiap-tiap ruangan. 
9) Mengupayakan dan menjaga kebersihan, keindahan 
dan keamanan kantor beserta lingkungannya. 
b. Sebagai Bendaharawan Penerima dan Pengeluaran Biaya 
nikah/rujuk (NR) 
1) Menerima tanda bukti setor  biaya pencatatan NR 
dan menerima penyetoran dana NR. 
2) Menyalurkan dana bantuan ke pos-pos yang telah 
ditentukan. 
3) Membukukan ke dalam buku tabelaris NR. 
4) Membuat laporan penerimaan dan penggunaan biaya 
pencatatan NR. 
4. Nama   :   Drs. Moh Zaini 
NIP   :   19640205 201411 1002 
Tempat/Tgl Lahir :   Mojokerto, 02 Pebruari 1964 
Pangkat/Golongan :   Penata Muda ( III/a ) 
Jabatan   :   Penyuluh Agama Islam 
Alamat   : Jemur Ngawinan 56 Wonocolo  
 



































      Surabaya 
5. Nama   :   Sholechah,S.Pd.I 
NIP   :   19790706 200710 2005 
Tempat/Tgl Lahir :   Surabaya, 06 Juli 1979 
Pangkat/Golongan :   Penata Muda ( III/a ) 
Jabatan   :   Penyuluh Agama Islam 
Alamat   :   Jagir Sidoresmo IX-A No.02  
       Wonokromo Surabaya 
Tugas dan Kewajibannya 
a. Sebagai Penyuluh 
1) Memverifikasi kelengkapan berkas-berkas data 
keagamaan. 
2) Membantu Kepala KUA/Penghulu dalam mendaftar, 
memeriksa calon pengantin dan membuat materi 
pengumuman peristiwa NR. 
3) Memberikan penasihatan dan pembinaan pada catin 
dan pasangan pra nikah. 
4) Mengolah dan menganalisis data keagamaan. 
5) Mengumpulkan data kasus keagamaan. 
6) Memberikan penyuluhan pada satgas keluarga 
sakinah tingkat kelurahan. 
7) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bidang 
kemasjidan, zakat dan ibadah sosial. 
 



































8) Menyiapkan bahan untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan di bidang kemasjidan, 
zakat dan  ibadah sosial. 
b. Sebagai Petugas Tata Usaha 
1) Mengadministrasikan, menyimpan dan membuat 
laporan blanko-blanko NTCR dalam buku BS-1 dan 
BS-2. 
2) Melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan 
dengan tugas kantor. 
3) Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan 
dengan surat menyurat KUA. 
4) Menyiapkan data laporan bulanan dan tahunan KUA 
Kecamatan Wonocolo. 
5) Menjalin hubungan baik dengan atasan, instansi 
vertikal dan institusi lainnya. 
6. Nama   :   Fathoni 
NIP   :   19830130 20141 1 1001 
Tempat/Tgl Lahir :   Surabaya, 30 Januari 1983 
Pangkat/Golongan :   Pengatur Muda  ( II/a ) 
Jabatan  :   JFU 
Alamat  :   Desa Kelurak, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. 
Tugas dan Kewajibannya : 
Sebagai Petugas Tata Usaha / Administrasi 
 



































a. Input SIMKAH (Operator SIMKAH). 
b. Membuat laporan kegiatan KUA setian bulan. 
c. Membantu Bendahara PUM untuk menyusun laporan 
keuangan operasional. 
d. Menulis Register Nikah untuk KUA. 
KUA Kecamatan Wonocolo ‎mempunyai program kerja, yakni : 
1. Peningkatan pelayanan kinerja dan tugas secara professional 
dalam pencatatan nikah dan rujuk. Adapun kegiatan yang 
dilaksanakan yaitu : 
a. Mengadakan pembinaan dan pengarahan secara intens, 
gradual dan insidentil kepada semua staf, penghulu dan 
pembantu penghulu dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
b. Memberdayakan potensi sdm kua kecamatan wonocolo 
secara intens dengan mengikutkan dalam berbagai 
kajian ilmiah, seminar pelatihan dan sejenisnya. 
c. Memberikan pemahaman dan pembinaan kepada 
masyarakat secara berkesinambungan terhadap berbagai 
hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan rujuk. 
d. Memberikan advokasi dan konseling kepada masyarakat 
atas problematika hukum yang dialami atas pencatatan 
nikah dan rujuknya. 
 



































2. Peningkatan SDM dan sistem pelayanan nikah dan rujuk. 
Kegiatan : 
a. Memberdayakan potensi SDM KUA dengan 
berpartisispasi dalam pelatihan kajian ilmiah seminar 
dll.  
b. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat secara 
berkesinambungan dalam pencatatan nikah dan rujuk. 
c. Memberikan penasehatan dan bimbingan kepada 
masyarakat atas problematika rumah tangga. 
3. Pembentukan dan pengembangan lembaga zakat, wakaf, 
baitul Maal dan ibadah sosial (selanjutnya disebut IBSOS). 
Kegiatan : 
a. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat maupun 
intitusi sosial keaagaman dalam membentuk lembaga 
zakat, wakaf, baitul maal maupun IBSOS. 
b. Memberikan pembinaan atau mengirim dalam pelatihan 
mendaya gunakan zakat, wakaf, maal, IBSOS. 
c. Menyelesaikan permohonan perwakafan 
d. Menyebarkan peraturan, perundangan tentang tanah 
wakaf 
4. Pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga sakinah 
 



































a. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada 
masyarakat guna mewujudkan terciptannya peningkatan 
kualitas keluarga sakinah. 
b. Mendorong dan memfasilitasi berbagai usaha, baik yang 
dilakukan pemerintah maupun organisasi sosial, 
keagamaan, dalam meningkatkan mutu keluarga 
sakinah.  
c. Membentuk satuan petugas atau satgas keluara sakinah 
di setiap kelurahan. 
d. Memberikan advokasi dan konseling terhadap keluarga 
yang bermasalah. 
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor serta manajeman 
pelayanannya. 
a. Menata dan menambah ruangan kantor sehingga sesuai 
dengan kebutuhannya 
b. Merenovasi bangunan kantor dan halaman  
c. Mengadakan sistem jaringan informasi dan manajemen 
kantor berbasiskan jaringan komputer melalui program 
sistem informasi manajemen KUA (SIMKUA). 
6. Mengadakan pembinaan terhadap calon jamaah haji 
a. Memotivasi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah 
haji. 
b. Mengadakan bimbingan manasik haji. 
 



































3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng 
Kementerian Agama memiliki tugas yakni tugas umum 
pemerintah dan pembangunan di bidang Agama, tentu akan 
dihadapkan kepada beberapa aspek yang menjadi gejala yang 
berkembang ditengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, aparatur 
sipil negara di lingkungan Kementerian Agama harus selalu siap 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya adalah 
instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Agama Kota 
Surabaya. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya 
sebagai bawahan langsung dari Kementerian Agama Kota Surabaya 
dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah  di tingkat 
Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, 
khususnya masyarakat Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang 
membutuhkan layanan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng 
Kota Surabaya berdiri pada tahun 1980 di Jl. Bratang Binangun VIII 
No.13, Baratajaya, Surabaya. Kurang lebih sudah 2 tahun terakhir 
KUA Gubeng Kota Surabaya pindah di Gang Bengkok II No. 1 
Baratajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Surabaya. Kantor 
Urusan Agama Kecamatan‎ Gubeng Kota Surabaya  membawahi 6 
kelurahan, sebagai berikut : 
 





































c. Gubeng Kota Surabaya 
d. Kertajaya 
e. Mojo 
f. Pucang Sewu 
Wilayah KUA Gubeng Kota Surabaya memiliki letak geografis 
yang berbatasan dengan berbatasan sebagai berikut : 
a. Sisi Utara: Mulyorejo 
b. Sisi Selatan: Wonocolo 
c. Sisi Timur: Tenggilis 
d. Sisi Barat: Tegalsari 
Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Gubeng Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. 
b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan 
rumah tangga KUA Kecamatan. 
c. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan 
masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah 
Sosial, kependudukan dan kesejehteraan keluarga, Pendidikan 
Agama Islam (Non Formal) pada Masyarakat dan Pemberdayaan 
Masjid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 



































d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi 
pencatatan NR. 
e. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi 
terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas 
Kementerian Agama di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.  
Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap 
kekuatan hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan 
kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang 
berkaitan dengan masalah perkawinan dan rujuk haruslah disertai 
dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib. 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya 
memiliki tujuan : 
a. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai 
landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari 
dan meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan 
ibadah. 
b. Memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama 
melalui pengelolaan perbedaan secara baik, dialogis dan sinergis 
menuju terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling 
menghormati. 
c. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam 
turut serta mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat 
 



































eskalatif sebagai akibat globalisasi informasi, ekonomi dan 
budaya. 
Selain fungsi dan tujuan, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Gubeng Kota Surabaya juga mempunyai program guna meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakata  
a. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama, Adapun Kegiatannya 
sebagai berikut : 
1) Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama. 
2) Membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai 
penasehatan dan perkawinan. 
3) Memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf. 
4) Membina keluarga harmonis (sakinah) melalui peningkatan 
pendidikan agama dalam keluarga, pembimbingan keluarga 
muda dan pemakmuran Masjid. 
b. Pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup intern 
dan antar umat beragama. Adapun Kegiatannya sebagai berikut : 
1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi 
masyarakat. 
2) Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, da’i dan 
pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan 
beragama di tengah-tengah masyarakat. 
3) Mengembangkan materi, metodologi dan menejemen 
penyuluhan dan bimbingan keagamaan. 
 



































4) Membina kerukunan intern umat beragama yang dilakukan 
melalui kunjungan silaturrahim, dialog dan temu ilmiah secara 
rutin antar pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh 
umat beragama. 
5) Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung 
upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang 
majemuk. 
c. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, adapun 
kegiatannya antara lain : 
1) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti, Taman 
Pendidikan Al-Qur’an, organisasi remaja dan pemuda masjid, 
badan amil zakat dan nadzir wakaf. 
2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan kegamaan yang 
mengemban misi dakwah dan pendidikan agama bagi 
masyarakat. 
Dalam upaya untuk mewujudkan tugas-tugas KUA Kecamatan 
Gubeng Kota Surabaya merumuskan Visi dan Misi KUA Kecamatan 
Gubeng Kota Surabaya, Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama 
kecamatan Gubeng Kota Surabaya Kota Surabaya : 
a. Visi 
Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota 
Surabaya adalah : “Terdepan dalam pelayanan masyarakat di 
 



































bidang Nikah dan Rujuk  serta bina ibadah sosial dan 
keagamaan”. 
b. Misi 
1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan 
Agama Islam. 
2) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang 
kepenghuluan, keluarga sakinah, produk halal, ibadah 
social serta pengembangan kemitraan umat Islam. 
3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-
lembaga keagamaan Islam serta pendidikan keagamaan 
khususnya kepada calon pengantin. 
Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 42 Tahun 2004 
tanggal 18 Pebruari 2004 terdiri dari : Seorang Kepala KUA, petugas 
tata usaha dan jabatan fungsional. 
Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di 
lingkungan KUA dengan instansi vertikal Kementerian Agama 
maupun antar Kementerian di Kecamatan dengan unsur pemerintah 
daerah. 
Berikut ini adalah jumlah  dan uraian tugas (Job Discription) 
pegawai KUA Kecamatan Gubeng Kota Surabaya : 
 
 



































1. Nama    : Muhammad Ali Faiq, S.Sos.I., MHI‎  
NIP    : ‎197809262002121003‎ 
Tempat dan tanggal lahir :  Gresik, 26 September 1978 
Pangkat/golongan  :  Penata Tingkat I  ( III / d ) 
Pendidikan   :  S2 
Jabatan   :  Kepala/ PPN/ Penghulu Muda 
Tugas dan tanggung jawab : Bertugas dan bertanggung jawab 
atas segala tugas dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Gubeng Kota Surabaya. 
2. Nama    : H. Samsu Thohari., MHI 
NIP    : 196804262002121002 
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 26 April 1968 
Pangkat / Golongan  : Pembina (IV/a) 
Jabatan   : Penghulu Madya 
Pendidikan   :  S2 
Tugas dan tanggung jawab : 
a. Melayani masyarakat dalam hal pernikahan. 
b. Membantu pelayanan dalam bidang pemeriksaan, 
pengumuman, pengawasan dan pencatatan NR. 
c. Membantu penulisan NB, N dan NA. 
d. Membantu menangani suscatin. 
e. Membantu menulis nomor urut pencatatan NR pada buku 
akta nikah. 
 



































f. Membantu menangani pembinaan keluarga sakinah. 
g. Membantu penasehatan BP4. 
h. Membantu untuk menyimpan blanko NTCR serta 
membukukannya ke dalam buku stok umum dan stok khusus. 
i. Membantu menangani zakat, qurban, kemasjidan dan tempat 
ibadah. 
j. Membantu menangani masalah kemitraan dengan organisasi 
kemsyarakatan dan keagamaan. 
k. Membantu menangani masalah produk halal. 
l. Membantu menangani pendirian tempat ibadah. 
m. Membantu menangani arah kiblat dan hisab ru’yat. 
n. Membantu menangani laporan tentang jumlah penduduk. 
o. Membantu mengantar surat. 
p. Mewakili tugas-tugas kepala yang didelegasikan. 
 
3. Nama    : Eka Dhian Fatmawati 
NIP    : 198308112014112001 
Tempat dan tanggal lahir :  Surabaya,  11 Agustus 1983 
Pangkat/golongan  :  Pengatur Muda ( II / a ) 
Pendidikan   : S1 







































Tugas dan tanggung jawab : 
a. Input pendaftaran nikah dengan aplikasi SIMKAH. 
b. Input data dan mencetak model NB dengan aplikasi 
SIMKAH. 
c. Input data dan mencetak model N dengan aplikasi SIMKAH. 
d. Input data dan mencetak model N9. 
e. Mencetak buku nikah. 
f. Melaksanakan dan mencetak buku nikah. 
g. Melaksanakan pelayanan rekomendasi nikah. 
h. Input data daftar kehadiran tamu. 
i. Input data layanan BP4 dan konseling keluarga Sakinah. 
j. Input data peristiwa nikah campuran. 
k. Membantu penjilitan / pembedelan model N dan NB. 
l. Melaksanakan pelayanan duplikat nikah. 
m. Menginventaris barang milik KUA. 
n. Membendel NA/ tanda bukti penyerahan buku nikah. 
o. Mengupdate file kepegawaian KUA. 
 
4. Nama    : Arif Setyono M. Akbar 
NIP    : 196112191989031003 
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 19-12-1961. 
Pangkat / Golongan  : Penata Muda ( III / b ) 
Jabatan   : staff  
 



































Pendidikan   :  - 
Tugas dan tanggung jawab : 
a. Membantu pelayanan dalam bidang pemeriksaan, 
pengumuman, pengawasan dan pencatatan NR. 
b. Membantu penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dan 
pelestariannya. 
c. Membantu membuat laporan Model F1, F2, A dan L  2 
Membantu menangani masalah Kemasjidan dan tempat 
ibadah yang lain. 
d. Membantu menangani majelis taklim, lembaga dakwah, TPQ 
dan pondok pesantren. 
5. Nama    : Anik Wirani 
NIP    : 196508081986032003 
Tempat dan tanggal lahir :  Jombang 08-08-1965 
Pangkat / Golongan  :  Penata Muda tingkat I ( III / b ) 
Jabatan   :  Staff   
Pendidikan   : - 
Tugas dan tanggung jawab   : 
a. Mengatur Keuangan KUA Gubeng Kota Surabaya. 
b. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) PNBP NR. 
c. Membuat TOR dan RAB (rencana anggaran belanja) laporan 
pertanggung jawaban (LPJ) PNBP NR. 
 



































d. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) anggaran 
DIPA umum. 
e. Membuat TOR dan RAB (rencana anggaran belanja) laporan 
pertanggung jawaban (LPJ) DIPA umum. 
f. Membuat rekapitulasi jumlah peristiwa nikah perbulan. 
g. Membuat rekapitulasi PNBP NR perbulan. 
h. Membuat laporan operasional KUA. 
i. Melaksanakan pemberkasan dokumen-dokumen pembayaran 
secara rapi, lengkap dan system. 
j. Melakukan pembayaran pajak kegiatan DIPA. 
k. Menyiapkan rencana anggaran rumah tangga KUA. 
l. Melaksanakan kegiatan penataan ruangan kerja dan ruang 
rapat. 
6. Nama    : Kusairi, S.E 
NIP    : 196803042007011047 
Tempat dan tanggal lahir :  Lamongan, 04 Maret 1968 
Pangkat/golongan  :  Penata (III/C) 
Pendidikan   :  S1 
Jabatan  : Penyuluh Agama Islam  KUA Kec. 
Gubeng Kota Surabaya. 
7. Nama    : Rini Widiarti, S.Ag 
NIP    : 197202232000032004 
Tempat dan tanggal lahir :  Surabaya, 23 Februari 1972 
 



































Pangkat/golongan  :  Pembina (IV/A) 
Pendidikan   :  S1 
Jabatan  :  Penyuluh Agama Islam  KUA Kec 
Gubeng Kota Surabaya. 
Tugas dan tanggung jawab : 
a. Menyusun dan merencanakan kegiatan kepenyuluhan dan 
keagamaan. 
b. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar berkaitan 
dengan kemasjidan, diniyah dan wakaf. 
c. Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisinya serta 
menata arsip. 
d. Menginventaris barang milik KUA. 
e. Membendel berkas ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. 
f. Mengupdate data data statistic keagamaan kecamatan 
Gubeng Kota Surabaya. 
g. Menangani permohonan pendirian masjid, musholla, TPQ, 
Madin dan wakaf. 
h. Menangani administrasi pelayanan pendirian masjid, 
musholla, TPQ dan Madin. 
i. Menyusun laporan keagamaan secara berkala kepada 
BIMAS Islam. 
j. Mengajukan buku register wakaf untuk arsip dan 
pengajuan BPN. 
 



































k. Membantu melengkapi kebutuhan sarana penunjang 
pelaksanakan bimbingan dan penyuluhan. 
l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan pada KUA 
Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. 
Semua tugas dan berbagai macam kinerja sebagaimana tersebut 
di atas telah dibagi dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 
jumlah dan kemampuan pegawai. Kepala KUA Kecamatan 
bertanggung jawab memimpin bawahannya serta memberi pedoman, 
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta 
menentukan tugas pokok dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan pelayanan, tugas pokok dan fungsi Kantor 
Urusan  Agama (KUA) Kecamatan Gubeng Kota Surabaya 
menggunakan dasar hukum yang telah ditetapkan, diantaranya: 
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk 
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. 
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-undang Nomor 30 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang peradilan agama. 
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1tahun 1974 tentang 
perkawinan. 
 



































e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 
tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil 
dan nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan dan peraturan 
pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin 
perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. 
f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1987. 
B. Implementasi Pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. 
Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. 
Pengumuman kehendak perkawinan pada dasarnya harus 
dilaksanakan sebelum akad nikah dilaksanakan yaitu selama 10 (sepuluh) 
hari kerja. Jika ternyata karena suatu alasan tertentu yang sangat penting, 
sehingga pengumuman tersebut dilaksanakan kurang dari sepuluh hari 
kerja sebelum akad nikah, maka yang bersangkutan harus mendapatkan 
surat dispensasi dari Camat di wilayah akad untuk dapat melaksankan 
perkawinan. Sebelum dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan 
ada beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya yakni :  
1. Pendaftaran kehendak perkawinan. 
2. Pengumuman kehendak perkawinan. 
3. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan 
4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan. 
Pengumuman kehendak perkawinan dilaksanakan di tempat tertentu 
KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. 
 



































Pengumuman kehendak perkawinan ini dilakukan oleh Kepala KUA 
Kecamatan atau penghulu  atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KUA 
Kecamatan untuk melaksanakan pengumuman kehendak perkawinan.  
Berikut pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA 
Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya : 
1. Kantor Urusan Agama Kec. Jambangan 
Penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kec. 
Jambangan, ia menjelaskan: 
 “pada saat pembuatan pengumuman kehendak perkawinan,‎ saya 
memberikan tugas kepada pramubakti untuk memproses berkas N8 
(Berita Acara Pemeriksaan Perkawinan) dan lampirannya untuk 
dibuatkan Pengumuman Kehendak Perkawinan. Setelah itu 
pramubakti memproses berkas permohonan perkawinan, jadi setelah 
berkas permohonan perkawinan diproses, pramubakti menyiapkan 
dan mengisi blangko Pengumuman Kehendak Perkawinan lalu 
diserahkan kepada saya untuk diperiksa kebenarannya. Setelah saya 
periksa dan sudah benar, saya memerintahkan kepada pramubakti 
agar model Pengumuman Kehendak Nikah diarsipkan dengan model 
N1 (Formulir Pengantar Perkawinan atau Rujuk dari Kelurahan), N2 
(Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan), N3 (Formulir 
Persetujuan Kedua Calon), N4 (Surat Izin Orang Tua), dan N8 




Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Jambangan 
formulir  model N9 tidak diumumkan pada Kantor Urusan Agama 
dikarenakan tidak adanya papan pengumuman kehendak perkawinan 
di KUA Kec. Jambangan. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Jambangan 
dijelaskan bahwasanya formulir model N9 untuk saat ini hanya di 
upload pada SIMKUA. Hal ini dipandang cukup untuk memenuhi 
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 Itqon Marsudi (Kepala KUA Kec. Jambangan), wawancara, Surabaya 20 Mei 2019.‎ 
 



































syarat dalam hal pengumuman kehendak perkawinan. Pengumuman 
kehendak perkawinan diupload 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah 
dilaksanakan. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Jambangan, 
menyebutkan bahwasannya faktor penghambat pengumuman 
kehendak perkawinan untuk di KUA Kec. Jambangan adalah 
kurangnya alat seperti papan pengumuman yang tidak ada dan 
kurangnya sumber daya manusia di KUA Kec. Jambangan. 
2. Kantor Urusan Agama Kec. Wonocolo 
Penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kec. 
‎Wonocolo, ia menjelaskan:‎ 
  “Di KUA Kec. Wonocolo Pengumuman Kehendak Perkawinan 
dilimpahkan kepada Penyuluh. Setelah berkas perkawinan diterima 
oleh Penyuluh, Penyuluh lalu menyiapkan dan membuatkan blangko 
Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan, setelah itu blangko 
Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan diserahkan kepada 
saya untuk saya teliti kebenaran datanya. Setelah sudah benar, 
blangko Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan dilampirkan 





Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Wonocolo, 
blangko Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan tidak 
ditempelkan dikarenakan untuk efisiensi waktu. Formulir 
Pengumuman Kehendak Perkawinan‎ hanya dilampirkan dalam ‎map 
register pencatatan perkawinan. 
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 Zainul Hadi (Kepala KUA Kec. Wonocolo), wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.‎ 
 



































Dalam hal blangko Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan 
yang dilampirkan dalam ‎map register pencatatan perkawinan, 
menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Wonocolo 
berpendapat bahwasanya dengan melampirkan blangko Formulir 
Pengumuman Kehendak Perkawinan‎ sudah memenuhi syarat 
admisitratif Pengumuman Kehendak Perkawinan. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Wonocolo, 
berpendapat bahwasanya dalam menjalankan peraturan yang ada 
harus dilihat juga situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Ketika 
blangko Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan itu sudah 
dibuat dan tidak dimungkinkan untuk diumumkan, maka cukup 
dengan dilampirkan pada map register pemerikaaan perkawinan. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Wonocolo, 
diantara faktor penghambat tidak ditempelkannya blangko Formulir 
Pengumuman Kehendak Perkawinan‎ di papan pengumuman pada 
KUA Kec. Wonocolo adalah kekurangan sumber daya manusia.  
3. Kantor Urusan Agama Kec. Gubeng Kota Surabaya 
Penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kec. 
Gubeng Kota Surabaya, ia menjelaskan:‎: 
“dalam melaksanakan pembuatan kehendak nikah,‎ saya  
memberikan tugas kepada‎ staff bagian administrasi pengolah data 
kepenghuluan untuk membuatkan blangko Formulir Pengumuman 
Kehendak Perkawinan‎, sebelum dibuatkan blangko Formulir 
Pengumuman Kehendak Perkawinan‎ staff bagian administrasi 
pengolah data kepenghuluan akan menelaah berkas permohonan 
nikah, kemudian setelah ditelaah dibuatkan blangko Formulir 
 



































Pengumuman Kehendak Perkawinan. Selanjutnya saya akan meneliti 
kebenaran data dalam blangko Formulir Pengumuman Kehendak, 
setelah benar blangko Formulir Pengumuman Kehendak dilampirkan 




Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Gubeng Kota 
Surabaya, blangko Formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan 
tidak ditempel pada papan pengumuman kehendak perkawinan 
dikarenakan sudah dilaporkan pada pusat melalui SIMKUA, beliau 
berpendapat bahwasanya dengan dilaporkannya melalui SIMKUA 
tanpa ditempel pada papan pengumuman kehendak perkawinan sudah 
memenuhi syarat administrasi pengumuman kehendak perkawinan. 
Dari hasil wawancara Kepala KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya, 
selama ini tidak ada masyarakat yang protes maupun ada laporan 
mengenai tidak ditempelkannya blangko formulir pengumuman 
kehendak perkawinan pada papan pengumuman kehendak nikah di 
KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya. 
Dari hasil wawancara Kepala KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya, 
bahwasannya masyarakat sekitar tidak memperdulikan mengenai 
pengumuman kehendak perkawinan, dalam hal ini masyarakat tidak 
mempunyai kepentingan dengan calon pengantin yang akan 
melangsungkan perkawinan. 
Hal yang yang harus digaris bawahi dalam pelaksanaan 
pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. Jambangan, 
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 Muhammad Ali Faiq (Kepala KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya), wawancara, Surabaya 24 Juni 
2019.‎ 
 



































Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya adalah bahwa Kepala KUA 
Kec Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya mengakui 
memang pada dasarnya blangko formulir pengumuman kehendak 
perkawinan harus ditempelkan pada tempat tertentu atau media lain 
yang dapat diketahui oleh masyarakat luas, namun dalam praktik 
pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. 
Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya tersebut belum 
dapat dilaksanakan. 
Dari paparan wawancara terhadap Kepala KUA Kec. Jambangan, 
Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya, penulis dapat menyimpulkan 
beberapa sebab mengapa pengumumam kehendak nikah tidak dapat 
diumumkan dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut :  
1. Kurangnya alat pendukung untuk mengumumkan blangko 
formulir pengumuman kehendak perkawinan pada papan 
pengumuman kehendak perkawinan. 
2. Dengan hanya dibuatkan blangko formulir pengumuman 
kehendak perkawinan tanpa diumumkan maka syarat admistratif 
pengumuman kehendak perkawinan sudah terpenuhi. 
3. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini kepala KUA 
menyadari bahwa pegawai/staf dalam KUA tidak sebanding 
dengan pekerjaan yang dilakukan. 
4. Kurangnya perhatian dari masyarakat. 
 
 



































ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NO 9 
TAHUN 1975 TENTANG ‎PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN DI 
KUA KEC. JAMBANGAN, WONOCOLO, DAN GUBENG KOTA 
SURABAYA. 
A. Analisis Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. ‎9 Tahun 1975 
Tentang Pengumuman Kehendak ‎Nikah Di KUA Kec. Jambangan, Kec. 
‎Wonocolo dan Kec. Gubeng Kota Surabaya. 
Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan pada bab III 
sebelumnya mengenai impelementasi pengumuman kehendak perkawinan 
oleh pegawai di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota 
Surabaya‎, penulis melakukan analisis secara umum mengenai pelaksanaan 
pengumuman kehendak perkawinan tersebut.  
Dalam kaitannya dengan pengumuman kehendak perkawinan di 
KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎, penulis 
hanya fokus pada satu masalah sehingga menjadi sebuah penelitian yang 
sistematis dan terstruktur. Masalah yang ditemukan oleh penulis di KUA 
Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎ adalah mengenai 
tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan. Dalam 
implementasi pengumuman kehendak perkawinan seharusnya dijalankan 
oleh Kepala KUA yang memang berwenang melakukan pengumuman 
kehendak perkawinan. Kepala KUA yang berwenang dalam menjalankan 
 



































pengumuman kehendak perkawinan sudah diatur secara jelas dalam 
peraturan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya dipatuhi dan 
dilaksanakan oleh Kepala KUA yang bersangkutan. 
Pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. Jambangan, 
Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎ merupakan kewenangan mutlak 
PPN yang dalam hal ini langsung dijabat oleh Kepala pada masing-masing 
KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎. PPN di 
KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎ merupakan 
pejabat yang melakukan tugas sebagai berikut : 
1. Pemeriksaan persyaratan nikah. 
2. Mengumumkan kehendak perkawinan. 
3. Pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk. 
4. Pendaftaran cerai talak dan cerai gugat. 
Melihat tugas yang diemban oleh Kepala KUA begitu banyak, maka 
dalam hal ini Kepala KUA memberikan tugas kepada bawahannya yang 
dalam hal ini adalah pegawai KUA untuk melaksanakan pengumuman 
kehendak perkawinan.  
Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan dalam bab III terhadap 
Kepala KUA Kec. ‎Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎, 
penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan mengenai 
pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan. 
 
 




































a) Dalam menjalankan tugas pengumuman kehendak 
perkawinan, Kepala KUA Kec. Jambangan, Wonocolo dan 
Gubeng Kota Surabaya, memberikan mandat kepada pegawai 
KUA untuk melaksanakan pengumuman kehendak nikah. 
b) KUA Kec. Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya, 
belum secara maksimal melaksanakan pengumuman kehendak 
perkawinan hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya 
manusia. 
2. Perbedaan 
a) KUA Kec Jambangan 
Dalam hal pengumuman kehendak perkawinan, KUA 
Kec. Jambangan mengumumkan kehendak perkawinan dengan 
cara dikirim melalui website SIMKUA, pengumuman 
kehendak perkawinan tidak dapat dilihat oleh orang umum 
dan hanya pihak KUA yang bisa melihat dengan cara 
memasukkan identitas KUA. 
b) KUA Kec. Wonocolo 
Dalam hal ini KUA Kec. Wonocolo belum 
mengumumkan blangko model N9 (pengumuman kehendak 
perkawinan), hal ini mengingat efisiensi waktu dan 
 



































keterbatasan jumlah pegawai yang berada di KUA Kec. 
Wonocolo. 
c) KUA Kec. Gubeng Kota Surabaya 
Pengumuman kehendak nikah tidak ditempelkan pada 
papan pengumuman, dikarekan blangko model N9 sudah 
dilaporkan dengan cara dikirim ke website SIMKUA, dengan 
demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi. Pihak 
KUA juga berpendapat bahwasaanya meskipun pengumuman 
kehendak perkawinan tidak ditempel masyarakat sekitar tidak 
ada yang protes dengan hal itu. 
Dari beberapa paparan hasil wawancara terhadap Kepala KUA Kec. 
‎Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎, diketahui ‎beberapa 
sebab blangko formulir Pengumuman Kehendak Perkawinan yang 
seharusnya ditempelakan pada tempat-tempat tertentu pada KUA 
Kecamatan belum dilaksanakan dengan baik oleh KUA Kec. Jambangan, 
Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan beberapa 
faktor, antara lain :  
1. Kurangnya alat pendukung untuk mengumumkan blangko formulir 
pengumuman kehendak perkawinan pada papan pengumuman 
kehendak perkawinan. Dalam hal ini sebenarnya pihak KUA bisa 
mengusulkan alat pendukung yang tidak ada kepada Kementerian 
Agama Kota Surabaya agar diadakannya alat pengumuman kehendak 
 



































perkawinan seperti papan pengumuamn kehendak perkawinan 
sehingga formulir pengumuman kehendak perkawinan dapat 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Dengan hanya dibuatkan blangko Formulir Pengumuman Kehendak 
Perkawinan tanpa diumumkan maka syarat admistratif Pengumuman 
Kehendak Perkawinan sudah terpenuhi. Dalam hal ini menurut hemat 
penulis blangko formulir kehendak perkawinan hendaklah tetap 
diumumkan agar semua pihak bisa mengetahui pelaksanaan 
perkawinan di KUA tempat dilaksanaknya perkawinan dan sebagai 
pelaporan kinerja KUA terhadap masyarakat.  
3. Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini kepala KUA menyadari 
bahwa pegawai/staf dalam KUA tidak sebanding dengan pekerjaan 
yang dilakukan. Dalam hal ini Kepala KUA sebaiknya 
memaksimalkan pegawai yang sudah ada di KUA, karena dengan 
memaksimalkan pegawai yang sudah ada seluruh pekerjaan yang 
dibebankan pada KUA dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. 
4. Kurangnya perhatian masyarakat. Meskipun masyarakat kurang 
perhatian dalam hal pengumuman kehendak perkawinan, blangko 
formulir kehendak perkawinan tetap harus ditempelkan pada papan 
pengumuman di KUA, karena jika tidak pegawai KUA akan 
dikenakan sangsi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan 
Pemerintah No 9 Tahun 1975. 
 



































B. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975 Tentang Pengumuman kehendak perkawinan Di KUA 
Kec. Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya. 
Dari beberapa paparan yang telah penulis jelaskan mengenai 
implementasi pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. 
Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎, maka sebagian besar 
kebijakan di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota 
Surabaya‎ bisa dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Namun terdapat beberapa proses mengenai pengumuman kehendak 
perkawinan yang tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-
undangan. Hal itu terlihat ketika pelaksanaan pengumuman kehendak 
perkawinan yang tidak sejalan dengan apa yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Berkaitan dengan proses pengumuman kehendak perkawinan di 
KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎, beberapa 
peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pengumuman 
kehendak perkawinan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan 
pengumuman kehendak perkawinan. Setelah dipenuhinya tatacara 
dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan 
 



































perkawinan, pegawai pencatat nikah menyelenggarakan pengumuman 
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan 
cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang 
ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat 
yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
1
 
Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan 
kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-
keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila demikian 
itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan 




Dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatas cukup jelas 
bahwa formulir pengumuman kehendak perkawinan (model N9) 
ditempelkan pada tempat yang sudah disediakan dan mudah dibaca 
oleh umum. Hal ini dimaksudkan agar khalayak ramai dapat 
melaporkan kepada pegawai pencatatat nikah apabila terdapat 
penghalang nikah diantara pasangan calon pengantin. Apabila 
pengumuman kehendak perkawinan tidak ditempelkan dikhawatirkan 
setelah pernikahan dilangsukan diketahui ada penghalang perkawinan 
antara kedua pasangan. 
                                                          
1
 ‎Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU ‎No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan‎Pasal 8. 
2
 Penjelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU ‎No. 1 Tahun 
1974 Tentang ‎Perkawinan‎Pasal 8‎ 
 



































2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 
Pencatatan Perkawinan 
Peraturan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pengumuman 
kehendak perkawinan. Dalam hal telah terpenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala 
KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak 
perkawinan.
3
 Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada 
tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat 
diakses oleh masyarakat.
4
 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
pendaftaran perkawinan.
5
 Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 
10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman 
kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapatkan surat 
dispensasi dari camat di wilayah akad dilakasanakan.
6
 
Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa 
pada dasarnya pengumuman kehendak perkawinan harus diumumkan 
pada tempat tertentu di KUA Kecamatan dalam hal ini adalah pada 
papan pengumuman KUA Kecamatan atau media lain yang dapat 
diakses oleh masyarakat. 
                                                          
3
 Peratutan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Pekawinan Pasal 7 Ayat (1) 
4
 Ibid., Ayat (2) 
5
 Ibid., Ayat (3) 
6
 Ibid., Ayat (4) 
 



































Pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh KUA 
mempunyai peranan penting dalam hal admistratif yang harus 
dijalankan oleh KUA. Hal tersebut terlihat dari beberapa dampak 
yang terjadi apabila pengumuman kehendak perkawinan tidak 
dilakukan maka menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 
pasal 45 ayat (1) huruf b “Kecuali ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka: Pegawai Pencatat yang 
melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 
11, 13, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
7
  
Dalam PMA No. 19 Tahun 2018, pasal 43 disebutkan “Kepala 
KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar 
negeri yang melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
Dalam hal ini perlu diketahui bahwasannya Kepala KUA Kec. 
Jambangan, Wonocolo, dan Gubeng Kota Surabaya belum 
melaksanakan pengumuman kehendak ‎perkawinan secara maksimal. 
Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. 
Jambangan, Wonocolo dan Gubeng Kota Surabaya pada bab III. 
                                                          
7
 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Pasal 45 Ayat (1) huruf b. 
 



































Menurut penulis, meskipun pengumuman kehendak perkawinan 
belum dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan‎, 
perkawinan tetap mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut 
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal itu karena pengumuman 
kehendak perkawinan tidak mempunyai dampak secara langsung 









































1. Pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kec. Jambangan, 
Wonocolo, dan ‎Gubeng Kota Surabaya‎ dilakukan oleh staf/tenaga 
fungsional atas mandat dari Kepala KUA/PPN hal ini dikarena minimnya 
jumlah pegawai yang bertugas di KUA Kec. Jambangan, Wonocolo, dan 
‎Gubeng Kota Surabaya‎, dan juga intensitas pekerjaan Kepala KUA yang 
begitu tinggi, sehingga tidak jarang Kepala KUA memberikan mandat 
kepada pegawai‎ untuk melaksanakan pengumuman kehendak 
perkawinan. 
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 8 disebutkan 
setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada 
sesuatu halangan ‎perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan 
pengumuman tentang pemberitahuan ‎kehendak melangsungkan 
perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut 
‎formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu 
tempat yang sudah ‎ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.‎ Dalam 
PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1)  dijelaskan dalam hal telah 
terpenuhi ketentuan, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu 
 



































mengumumkan kehendak perkawinan. Dalam hal pengumuman kehendak 
perkawinan tidak diumumkan menurut pasal 45 ayat (1) huruf b 
disebutkan bahwasannya pegawai pencatat yang melanggar ketentuan 
ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 
Peraturan ‎pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan ‎atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh 
ribu lima ratus rupiah. Dalam PMA No. 19 Tahun 2018, pasal 43 
disebutkan Kepala KUA Kecamatan, ‎Penghulu, dan pegawai pencatat 
perkawinan luar negeri yang melanggar ‎ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi ‎sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. ‎Meskipun pengumuman nikah 
tidak dilaksanakan tidak menyebabkan keabsahan nikah menjadi gugur, 
hal ini dikarenakan pengumuman kehendak perkawinan merupakan 
syarat admistratif yang tidak mempunyai dampak secara langsung 
terhadap keabsahan perkawinan. 
B. Saran 
Penulis sangat berharap kedepannya agar Kementerian Agama 
menambah jumlah staf/tenaga fungsional yang ada di masing-masing KUA 
Kecamatan. Bagi KUA disarankan dapat memaksimalkan anggota KUA 
dengan cara mengolah manajemen ‎waktu dengan baik serta tugas yang 
diberikan dikerjakan sesuai tugas pokok dan fungsi ‎masing-masing pegawai. 
 



































Demikian halnya dengan masyarakat agar sadar terhadap hukum, sehingga 
antara masyarakat dan pelaksana undang-undang bisa saling bersinergi 
menciptakan masyarakat Indonesia yang taat terhadap hukum yang berlaku. 
Untuk pemerintah disarankan untuk mengkaji ulang peraturan perundang-
undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. 
 
 




































Ahmad Yusron. “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 
‎Tahun ‎1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi ‎Kasus 
Kantor Urusan Agama ‎Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).‎  " ‎  ‎(Skripsi—‎ 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh ‎Nurjati Cirebon‎: 2011).‎ 
 
Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. Metodologi  Penelitian sosial. Jakarta: 
Bumi ‎Aksara, ‎2004‎. 
 
Arif Rayyan Hidayat. “Implementasi Pencatatan Nikah Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 ‎Tahun 1974 Tentang ‎Perkawinan (Studi di Kantor Urusan 
Agama Kec. ‎Cimarga, Lebak)‎”‎.‎  ‎(Skripsi—‎ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Sultan Maulana Hasanuddin ‎Banten ‎: 2015).‎ 
 
Askar. “‎Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan ‎Pemerintah 
Nomor 9 ‎Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama ‎Kecamatan 
Lembah Sorik Marapi)”‎   ‎(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau: 2011). ‎ 
 
Azwar Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ‎2001‎.‎ 
 
Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. 
Jakarta: Ghalia ‎Indonesia, ‎2002. 
 
‎Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan 
Respon ‎Masyarakat ‎Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan”. Al-Mazahib. 
No. I. Juni, 2015 
 
Koentjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, ‎1999. 
 
‎Keputusan Presiden Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 
Pasal 1 Nomor 1 ‎dalam ‎buku “Kementerian Agama RI, 2011, Himpunan 
Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penuluh ‎Agama dan ‎Angka Kreditnya, 
Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.‎ 
 







































Masruhan Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-2 Surabaya: Hilal Pustaka, ‎2013. 
 
‎M. Ali Hasan. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cet ‎ke-1, Jakarta: 
Prenada Media, ‎2003. 
 
‎Moeloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kuantitatif,  Bandung: Rosda, ‎1989. 
 
Musarrofah, Ita. Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya, 
Surabaya: UINSA ‎Press, ‎2014. 
 
‎Muhammad Amin Suma. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 
Pelaksana ‎Lainnya di ‎Negara Hukum Indonesia, Edisi 2, Jakarta: Rajawali Pers.‎ 
 
‎Neng Djubaidah. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 
Hukum Tertulis ‎di ‎Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Cet. I Sinar Grafika, 
‎2010‎. 
 
P, M. Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, ‎2009‎.‎ 
 
Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. edisi revisi, 
Cet.III ‎Januari 2011.‎ 
 
‎Soeratno. Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UUP AMP 
YKPM, ‎1995‎.‎ 
 
Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali, 
‎1982‎. 
 
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-12. 
‎Bandung: ‎Alfabeta, ‎2012‎.‎ 
 
‎Sedarmayanti. Good Governance. Bandung: Mandar Maju, ‎2004‎. 
 





Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
 
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.‎ 
 




































Penjelasan UU nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya undang-undang 
Republik ‎Indonesia tanggal 21 ‎nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang 
pencatatan nikah, talak ‎dan ‎rujuk di ‎seluruh daerah luar Jawa dan Madura.‎ 
 




Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di 
Dunia ‎Islam”, ‎dalam http//online-journal.unja.ac.id, diakses pada 3 Juli 2019.‎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
